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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di dalam bahasa asing banyak dikenal istilah bantakum, di
antaranyarechtsbijstand, legal aid, legal assistanckn rechspeistaind
Selain itu terdapat pula istilah konsultasi, peofiah hukum dariegal
information Istilah yang lazim digunakan sekarang adalah leatyo
pengacara, dan penasihat hukum.

Bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan dardapat
meringankan beban orang lain. Orang yang berpeikataelum tentu tahu
bagaimana berperkara di Pengadilan Agama. Selaingumnangi beban,
dalam ajaran agama Islam juga menganjurkan untingsi@long menolong
untuk kebaikan. Bantuan terhadap sesama adalah yaag mulia.

Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Maidydt &:
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakanpdjian
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbukitsa dan
pelanggaran.{ QS Al-Maidah : 2).

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskamhutHukum

berhubungan dengan manusia sejak lahir sampai ggaliman tidak bisa

terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan.nbalatem hukum berlaku

! Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PesadifAgama,
Jakarta : Kencana, 2006, him 77.
2 Depag RIAI-Qur'an dan Terjemahanny&emarang : Toha Putra, 2003, him 157.



asasfictie hukumyang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui
undang-undang. Konseple of law,yang memberikan status tertinggi kepada
hukum bahwa tidak seorang pun boleh mengingkarakenya hukum.
Setiap orang, dalam hubungannya dengan orangniegara, dan masyarakat
hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukuatarD® hal ini setiap
orang berhak membela diri atau mendapatkan bantugoum. Bantuan
hukum merupakan upaya untuk membantu orang yaa$§ tilempu dalam
bidang hukunf.

Bantuan hukum yang berkaitan dengan persamaanagiaachukum
(equality before the law dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen
internasional sepertUniversal Declaration of Human RightSering kali
masyaraat miskin diperlakukan tidak adil, disikddukum, diperlakukan
tidak manusiawi dan termarjinalkan. Di Indonesiaspeiaan dihadapan
hukum dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 1 darap&sdan 6. Bantuan
hukum (egal aid sebagai bagian dari profesi advokat yang dikeeahgai
pro bono publico,atau dalam istilah hukum Belanda sebapes deo-
merupakan unsur penting dalam meredakan ketegaygag ada dalam
masyarakat. Ketegangan yang merebak karena perbkdga dan miskin ini
merupakan akibat dari paradigma pembangunan ydalkj idil?

Indonesia mempunyai tiga prinsip dasar negara hukyaitu
supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan plearedkum dengan

cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukunertbeplnya peradilan di

3 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesitakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2009, him 33

* Frans Hendra WinartaBantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas
Kasihan,Jakarta : PT Gramedia, 2000, him 47.



Indonesia yang sulit dipahami oleh orang-orang awang tidak mengetahui
bahasa hukum dan proses hukum yang menyita wakakaMlari itu
pemerintah memberikan bantuan hukum bagi orangiméku tidak mampu
untuk mendapat keadilan.

Menurut pasal 58 ayat (2), UU No. 7 tahun 1989amegtPeradilan
Agama, merupakan pedoman bagi hakim dalam melakaarfangsi bantuan
hukum. Ketentuan pasal ini baru menegaskan subgekmgfiputi para pencari
keadilan® Yang dimaksud dengan subjek disini adalah pihakdpiyang
bersengketa dan sama-sama mencari keadilan. Pnmbdrukum ini terletak
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan dalakape Pengadilan Tata
Usaha Negara.

Pos Bantuan Hukum yang sering disebut Posbakunnglkungan
Peradilan Agama ditekankan dalam beberapa prireipara lain:policy
(kebijakan) negara akan arah pembangunan semakiagagkan pentingnya
akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin daratgnalkan. Negara juga
semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagategi
pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa hambaamaudalam
masalah keuangan untuk mendapatkan keadilan diaBisg Agama yang
berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos tramspottiasil penelitian
tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan &rgghranya sidang
keliling dan pembebasan perkara dengan proses @rédan tetapi, tidak

hanya sebatas pada pemberian dua fasilitas tersajautMasyarakat miskin

® M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agadaarta :
Sinar Grafika, 2005, him 91.



identiknya dengan tingkat pendidikan rendah yanginp@ikasi pada
minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah huketika harus
membawa perkaranya ke pengadilan yang seringkakddipkan dengan
aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dasciomad®

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 10nt&®910
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Di dalamesdapat dua
lampiran, yaitu lampiran A yang berisi pedoman banthukum yang ada di
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usdha, lampiran B
menjelaskan tentang bantuan hukum yang ada di Umggkn Peradilan
Agama. Lampiran B pun memaparkan tiga bantuan hukgaitu; sidang
keliling, posbakum dan prodeo yang kesemuanya dikkkan untuk orang-
orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai biayakumembuat surat
gugatan/permohonan, menyewa advokat dan konsuoitsalah hukum.

Menurut SEMA No.10 tahun 2010 pasal 17, jenis j@s&y diberikan
oleh pos bantuan hukum meliputi pemberian inforqesnsultasi, advis dan
pembuatan surat gugatan/permohonan. Pemberian hakam dalam
pembuatan surat gugatan/permohonan tidak bolekudtdan oleh satu orang
yang sama. Sedangkan dalam UU No. 50 tahun 20Gf8 @€, dijelaskan
bahwa;

(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantugwurn untuk
pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperdiahtuan

hukum.

® Musahadi, dkk,Studi Evaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (PQQBV) di
Pengadilan Agama di Jawa Teng&emarang : IAIN WS, 2011, him 59.



(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ([@gridan
secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilarpaaputusan
terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan huktap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimarekslird pada
ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan pesatyserundang-
undangan.

Dari sini penulis bisa menyimpulkan bahwa keduduk#mdang-

Undang dan Surat Edaran lebih tinggi Undang-Unddeny peraturan yang
berlaku dalam pemberian bantuan hukum di Posbakuemggunakan
prosedur SEMA No. 10 tahun 2010. Dalam UU No.5QitaP009 pasal 60 C
menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan @iasgmua tingkat
peradilan sampai putusan dan memperoleh kekuat&nnhuetap. Dan
pemberi jasa di pos bantuan hukum adalah advaajana hukum dan
sarjana syari'ah. Pemberi jasa pos bantuan hukums&ledari organisasi
bantuan hukum dari unsur Asosiasi Advokat, pergutiraygi, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di KemeatelHukum dan Hak
Asasi Manusia.

Beberapa jasa perguruan tinggi, dalam hal ini RakuHukum juga
menyelenggarakan bantuan hukum. Sebagaimana UUlRdahun 2012
tentang Perguruan Tinggi. Khususnya penjelasan | pasa bahwa;
“Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemamplean membentuk
watak. Serta peradaban bangsa yang bermartabat ndalaangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkanssaktademika yang
inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya rsgidan kooperatif melalui

pelaksanaan Tridharnma. Mengembangkan ilmu pengatalian teknologi



dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humahior®engan
berpegang pada hal itu, maka program bantuan hutemFakultas Hukum
seharusnya dijalankan di dalam rangka pendidikamimnd

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentadgokat
pasal 22, Advokat wajib memberikan bantuan hukumarse cuma-cuma
kepada pencari keadilan yang tidak mafian ini semua ditunjuk oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan batasan kewenangan hakim/ketua Pengaflijama
dalam memberi nasihat atau bantuan kepada peneadil&n berdasarkan
pasal 119 dan 143 dan 56 R.Bg adalah sebagai beriku

a) Membuat gugatan bagi yang buta huruf

b) Memberi pengarahantata cara ipiodeo

c) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa

d) Menganjurkan perbaikan surat gugat

e) Memberi penjelasan alat bukti yang sah

f) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dabgaw

g) Bantuan memanggil saksi secara resmi memberi hantpaya

hukum

h) Memberi penjelasan tata cararzetdanRekonvensi

i) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdaniaian.

7 Soerjono Soekant@antuan Hukum Suatu Sosio Yuridigkarta: Ghalia Indonesia,
1983, him 130.

8 Sukris SarmadiAdvokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadil&andung : Mandar Maju,
2009, him 238.

® Chatib Rasyid dan Syaifuddibjukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada
Peradilan AgamaYogyakarta: Ull Press, 2009, him 62.



Dari uraian di atas kita bisa disimpulkan bahwa onaggs masyarkat
kurang mengetahui bahasa hukum yang sangat predethm formal untuk
itulah didirikan Posbakum. Akan tetapi, kembaliilggada dasar hukum
terbentuknya Posbakum yang merujuk pada Undang+tgnddomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undarapgrdomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama pasal 60C ayat (1) @n Ayat 1
menerangkan dengan jelas bahwa disetiap Peradiggma dibentuk Pos
Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mamdalam
memperoleh bantuan hukum. Dan pada ayat 2 lebihinailean bantuan
tersebut sampai tahap putusan hingga perkara terssmpunyai kekuatan
hukum tetap.

Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Beaarb
Bantuan Hukum pasal 17, jenis jasa hukum dalam dkosb berupa
pemberian informasi, konsultasi, advis dan pemluatasurat
gugatan/permohonan. Di dalam Pedoman Pemberian@aktukum tentang
Posbakum tidak menerangkan secara rinci sampdidingana bantuan yang

diberikan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasnasaiah dan
merumuskannya menjadi :
1) Apakah praktik Posbakum sudah sesuai dengan Unaadepag No. 50
tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undangwrda. 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama?



2) Bagaimanakah efektifitas layanan Pos Bantuan HukliniPengadilan

Agama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian:
1) Mengetahui peran pos bantuan hukum yang ada diaddéag Agama

Semarang.

2) Mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum yatakdkan oleh pos
bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Semarang

3) Mengetahui sejauh mana pemberian bantuan hukum mdshbantuan
hukum yang ada di PA Semarang.

Manfaat penelitian:

1) Untuk memberiakan bahan masukan bagi pemerintahukunt
memberikan bantuan hukum secara menyeluruh bagrarasat yang
kurang mampu.

2) Memberi manfaat dan membantu masyarakat yang kuraampu

dalam menjalani proses peradilan yang sangat rumit.

D. Kajian Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanladngy pertama yang
membahas mengenai pos bantuan hukum. Banyak pemeldan buku yang
mengkaji tentang tema tersebut, antara lain:
Hayatur Ruhiyah, NIM 04211129, Fakultas Syari’aladaskripsinya
yang berjudullradisi Hakam Sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Saw

s/a Khulafaur Rosyidinmemaparkan tentang mediasi dalam trsdisi islam



yang disebut dengaahkimdanhakam(mediator). Lembaga bantuan hukum
yang pelaksana yuridis bantuan hukumnya dilakukkein @dvokat, ikut
menentukan proses penegakan hukum di lingkungaadien. Demikian
pula pada masa pemerintahan nabi sampai khuladayidin, bantuan hukum
sudah dikenal dan dilaksanakan.

Hasil penelitian yang dibukukan oleh Musahadi, weld Arief
budiman dan Moh. Arifin, yang berjud@tudi Evaluatif Pelaksanaan Pos
Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama di alaliengah
tersebut menyajikan data mengenai pos bantuan hiangadilan Agama di
Jawa Tengah meliputi Pengadilan Agama Semarand¢Pdagadilan Agama
Brebes. Baik dari lembaga yang memberikan layanasbd&kum, profil
pelaksanaan pelayanan Posbakum sampai problemsaetdn Posbakum

yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah.

. Metode Pendlitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakerbagai
metode untuk memperoleh data-data tertentu selsagail cara pendekatan
ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pensaahskripsi. Penelitian
ini di fokuskan pada pos bantuan hukum di Pengadilgama Semarang. Hal
tersebut disebabkan oleh tidak ketahuan masyasaapai tahap manakah
bantuan yang diberikan oleh pos bantuan hukum.
1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaifuy penelitian

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-Kegan maupun
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tertulis® Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-gpinsnum
yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala @y dalam
kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisisl@rgejala sosial
budaya dengan menggunakan kebudayaan dari mastyanakag
bersangkutan yang memperoleh gambaran mengenaipplalayang
berlaku®*

Dengan mengambil objek penelitian di Posbakum Riitzga
Agama Semarang, penulis menggunakan jenis peneld@angan(field
research) yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dameskeséan
antara teori dan praktek yang terjadi di lapangariaing bantuan hukum
secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Agama &sgnar

2. Sumber data
a) Data Primer
Berupa data lapangan yang dikumpulkan dengan bedera
instrument. Seperti observasi, interview, dil. Demgbyek sasaran para
pemberi jasa layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadigama
Semarang.
b) Data Sekunder
Data ini berasal dari bahan-bahan kepustakaark Barupa
buku-buku, jurnal, majalah-malajah, ataupun artikehg berkaitan.
Sumber data pustaka tersebut akan digunakan unteknbaca

fenomena yang ada dalam masyarakat sehingga dapaggllangi

9 Bagong Suyantdyletode Penelitian Sosiallakarta : kencana Prenada Media Group,
2006, him 166.

1 Burhan Ashshofayletode Penelitian Hukupdakarta: PT. Rineka Cipta, cet ke-1, 1996,
him. 20.
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untuk selanjutnya. Data sekunder dalam penelit@radalah UU No.
50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nahuh 1989
tentang Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamamg\@io. 10
tahun 2010 dan yang diperoleh melalui studi kepasta atau
dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Semaang
berisikan informasi tentang data primer, terutamiaan pustaka bidang
hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliftetiatur lainnya
yang relevan dengan judul di atas.

Dengan dua sumber data tersebut, diharapkan bisgafiean
secara jelas mengenai pemberian bantuan hukumaseaara-cuma di
Pengadilan Agama Semarang.

3. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan: cara
a) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dimanaligen

mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gajayek yang
diselidiki*®> Observasi langsung merupakan pengamatan langsung
terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal iralatl Posbakum yang
ada di PA Semarang. Cara ini dilakukan untuk meatkan informasi
awal mengenai fenomena yang terjadi terhadap nmalsiaryang
menggunakan jasa Posbakum di PA Semerang.

b) Wawancara

12 Winarso Surakhmad?engantar Penelitian lImiah Dasar Metoda Tekrilandung :
TARSITO, 1990, him 162.
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu peavecara
(interviewe) dan yang diwawancaraiinferviewe¢'* Cara ini
digunakan untuk bertanya langsung kepada ketuapataustaf anggota
Posbakum di PA Semarang yang berperan langsungndelabaga
bantuan hukum.

c) Dokumentasi
Dokumentasi ini memberikan informasi mengenai strad
tubuh Posbakum dan literatur yang berkaitan dengasalah tersebut.
4. Metode analisis data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengattan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katedan,satuan uraian
dasar* Data yang diperoleh sebagaimana yang telah dikapar
sebelumnya, akan dilakukan dengan teknik deskriptif

Teknik deskriptifbertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai
subjek penelitian berdasarkan data dan varieabed yd@iperoleh dari
kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkaruk pengujian
hipotesis®®> Penggambaran secara spesifik terhadap Posbakum di
Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan bahtdam terhadap

masyarakat yang kurang mampu.

13 Lexy J.Moleong,Metode Penelitian KualitatifBandung : PT Remaja Rosdakarya,
2002, him 135.

% |bid. Lexy J. Moleong, him 103.

15 saifuddin AzwarMetode Penelitiany ogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, him 126.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas danudadiikan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh skmipakan disusun
dalam 5 bab, yaitu :

Pertama,Bab | Pendahuluan yang memuat latar belakang, ramus
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiariakgpustaka, kerangka teori,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab Il Ketentuan Secara Umum Bantuan Hukum. Yang
rinciannya berupa seputar definisi bantuan hukucarse umum, sejarah
bantuan, dasar hukum bantuan hukum, subyek dam bastuan hukum.

Ketiga, Bab Il Profil Lembaga Pelaksana Layanan Pos Bantua
Hukum. Dan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pdagadigama
Semarang.

Keempat,Bab IV Analisis praktik Posbakum menurut UU No.50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nohintd 989 tentang
Peradilan Agama dan analisis efektifitas layanas Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Semarang.

Kelima,Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saramsara



